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  ABSTRAK  - Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan 
instansi pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2021. Guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, serta menyesuaikan dengan perkembangan 
kebutuhan organisasi, perlu dilakukan penataan kembali Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 
Kabupaten Serang. 

  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 
12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; 
Permendagri No. 5 Tahun 2017; PermenPANRB No. 25 Tahun 2021; dan 
Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2024. 

  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai susunan organisasi, tugas dan 
fungsi, serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 
Kabupaten Serang. Perubahan SOTK ini mencakup penataan kembali 
susunan jabatan, yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan 2 (dua) 
Bidang yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Pada saat 
Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Serang Nomor 109 Tahun 
2022 tentang SOTK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten 
Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 CATATAN : -  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Juli 
2025. 

  -  Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka, Perturan Bupati Serang 

Nomor 109 Tahun 2022 tentang Sturktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah 

Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 109) dicabut dan ditanyatakan tidak 

berlaku. 

 


